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BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

BATAS MAKSIMUM PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG
PERSEDIAAN (SPP-UP) DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BEI_ANIA DAFRAH K ABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Menimbang:

Mengingat

a.
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TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANGC MALA £CA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Taguiandang Biaro secara tertib, efektf,
efisien, transparan dan bertanggungjawab, maka dipandang perlu
menetapkan batas jumlah pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang
Persediaan (SPP-UP) dari Bendahara Pengeluaran dajiam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di
atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1898 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (L.embaran
Negara Republk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355},

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 4548); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Peubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4691);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4576},
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara = Republik
indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4737),

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 13
Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro Tahun 2011 Nomor 13);

Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Susunan,
Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro Tahun 2008 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan
Bupati Nomor 27 Tahun 2008 tentang tentang Kedudukan, Susunan, Uraian
Tugas dan Tata Kerjg Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Siau
Tagultandang Biaro (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 5 Tahun 2011
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro Tahun 2011 Nomor 56).

1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4212);



Menetapkan

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang
Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah Dalam Pengurusan
Keuangan Daerah;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pademan Penrgurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daérah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TENTANG BATAS MAKSIMUM  JUMLAH PENGAJUAN  SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DALAM
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG
BIARO TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini
adalah:

(1) Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) adalah dokumen
yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja
yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung dan uang yang disediakan untuk satuan kerja dan
melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari,

(2) Surat Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) adalah Dokumen yang
diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan penggantian uang
persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung .

(3) Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU)
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersifat mendesak dan tidak dapat
digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
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Pasal2

(1) Batas Jumlah Maksimum Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan
(SPP-UP), ditetapkan berdasarkan pertimbangan objektif atas besaran,
program dan kegiatan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Kepulauah Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012.

(2) Batas Jumlah Maksimum Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal3

Dengan diundangkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro Nomor 32 Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang

mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
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LAMPIRAN :PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU
TAGULANDANG BIARO

NOMOR I TAHUN 2012
TANGGAL : 5 JANUARI 2012
—DAFTAR JUMLAH MAKSIMUM SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) MASING-MASING SKP
TAHUN ANGGARAN 2012 [
Jumlah Maksimum
NS e P = Keterangan——
1 SPP-UP (Rp.)
1. | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 150.000.000,-
7 | Dinas Kesehatan ¢ 200 000.000,-
= a 56:000°000 -
4—Dinas Pek&riaafi gmuom 75.000:000-
5—Dinas Kebersihan dan Penataan Ruaha 50-000.000-
6. | Badan Perencanaan Pembanaunan Daerah 75.000.000,-
7 Dinas Perhubungan Komunikasi dan 500007000 -
Informatika
8 Kantor Lirmakunaan Hidup 30:000:000 -
—g— Dinas Kenendidukart dam Catatan Sipil 50:000:000,-
10. | Badan Pemberdayaan Perempuan dan 50.000.000,-
Keluarda Berercana
11 Dinas Sosial, Tenaga KeTja c'!an 50:000.000;-
Transmiaras!
12— Badan Penanaquiangan Bercana Daerah | 50-000:000
—13 1 Badan Kesatuanm Bangsa Politik dan 50000000 -
Lindunaan Masvarakat
14| Kantor Satuan Polisi Pamona Praia 50:000:000;-
—t5—Kepala Daerah danm Wakih Kepala Daeran | 1500007000~
Sekretatiat Daerah
! a SeKfetariat Dagrah 125:000:000-
b Bagiam Adm. Pemerintahan Umum dan 30000000 -
“Peerintahan Desa
——t—¢—BadfanHumas dan Protokol i 30:000:000 -
d. Baaian Adm Keseiahteraan Rakyat 30.000.000,-
— & Bauian Adm. Pembanaunan 30:000:000-
f—Bdaian Adm Perekonomian 30000000 -
ol Bagian Hukum dan Ham 30.000.000,-
K Baagian Adm. Hubungan Antar Lembaoa 30000000 -
i. Bagian Adm. Organisasi dan Tata 30.000.000,-
Caksana
i Baaian,Umum 30000000 -
17 bm't‘ﬂgv_an Ferwakilan Rakyat 200.000.000,-
Daerah
—18 1 Dinas Pendapatan Pengelmaan Keuangan 125.000.000 -
—tdan Aset Daerah
.19, L Inspektorat 75.000.000
20. Badan Kereaawaian dan Diklat Daerah 50.000.000,-
21.  Kecamatan Biaro 20.000.000,-
22 Kecamatan Taaulandanc 20.000.000,-
23. Kecamatan Taaulandang Selatan 20.000.000,-
24. Kecamatan Tagulandang Utara 20.000.000,-




t
B SKPD Wm K
—ZS_'Kerarrraran'Siau—ﬁmdr 3 207000000
—26. Kecamatan Siau Timur Setatan 20.000.000-
27 Kecamatan Siau Barat ; 200000000 -
28 Kecamatar Siau Barat Selatan 20°000.000-
| 29. | Kecamatan Siau Barat Utara 20.000.000 -
30T Kecamatan Siau Tenagah 20000000 -
31. | Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 30.000.000 -
~32 | Badan Pemberdavaan Masyarakat Desa 50000000 -
33 Kantor Perpustakaan dan ATSio Daerah 30.000.000-
~34 | Dinas Pertanian, Perkébunan dan 50.000.000,-
Perikarman =
| 35. | Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian 50.000.000 -
P q]
e T i wepmavs———— oo —
37. Dinas Kelautan dan Perikanan 50.000.000 -
38 Dinas Pertambanaan dan Eneraqi 50.000.000.-
39, Dinas Perindustrian, Perdagaggan dan 50.000.000,-
Koperasi F :
40. RSUD Taaulandanc f,.-;” : 50.000.000,-
=8 - —
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